
PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
ayat  (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang;

SALINAN



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 29Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008
tentang Petunjuk Penyusunan Indikator
Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2021 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016
Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN PANDEGLANG.



BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disebut SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,
alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran,pengumpulan data,pengklasifikasian,pengikhtisaran
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

6. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

7. Sasaran trategisa dalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur,dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

8. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program,terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya
manusia),barang modal termasuk peralatan dan
teknologi,dana,atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut.

10. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.

11. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program
mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

12. Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicator) yang
selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi.



BABII

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

IKU Pemerintah Kabupaten Pandeglang ditetapkan dengan maksud
untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran
Visi,Misi dan strategis instansi yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal3

Tujuan Penetapan IKU adalah:

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;dan

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BABIII

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal4

IKU Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan acuan ukuran
kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan PD untuk:

a. penyusunan perencanaan jangka menengah;

b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;

c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;

d. pengukuran kinerja;

e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;

f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan.

Pasal5

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BABIV

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal6

(1) Pembinaan dan koordinasi penyusunan IKU dilakukan oleh PD
yang membidangi fungsi perencanaan.

(2) Pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) PD
dilakukan oleh Tim Koordinasi SAKIP.

(3) Tim Koordinasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(4) Pembinaan dan koordinasi atas pelaksanaan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja dan IKU dilakukan oleh PD
yang membidangi fungsi perencanaan.

BABV

PENGAWASAN

Pasal7

(1) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh
PD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

(2) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. evaluasi;dan

b. reviu.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,dilakukan
untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja dilakukan oleh PD.

(4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup b,dilakukan untuk
memberikan keyakinan terbatas atas keandalan informasi yang
disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal8

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor
57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Pandeglang (Lembaran Darah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2019 Nomor 57),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pandeglang.

Ditetapakan di Pandeglang

pada tanggal 20 Oktober 2022

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal 20 Oktober 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM
Nip. 19680702 199503 1 002




